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Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah kasus pencemaran
nama baik. Dari data yang ada, pencemaran nama baik berada pada urutan jumlah yang sering dilaporkan ke
pihak berwgjib. Bahkan Pasal pencemaran namabaik (dalam KUHP/diluar KUHP) menjadi pasal yang
sering disoroti oleh publik, kemudian pihak-pihak yang merasa tersinggung, pada umunya menggunakan
pasal tersebut untuk menyerang balik dengan melaporkanya ke Polisi. Sementara penyelesaian masalah
pencemaran nama baik, melalui hukum pidana, masih selalu diutamakan (Primum remedium) oleh penegak
hukum, yang akibatnya hukum pidana sebagai sarana balas dendam, shock terapy, bahkan sarana barter
kasus. Menurut penulis penanggulangan masalah dengan hukum pidana haruslah dengan alternative terakhir
(ultimum remedium), perlu menerapan kebijakan pena yang juga diimbangi dengan kebijakan non-penal
dalam penegakan hukum pencemaran nama baik, serta perlu mengkaji sgfauh mana ketentuan rumusan pasal
pencemaran namabaik jika dilihat dari kacamata doktin dan teori hukum. Dari hasil penelitian, sementara
dapat disimpulkan bahwa perlu trobosan suatu kebijakan pidana yang ditawarkan guna mencapai rasa
keadilan dalam menyel esaikan masalah pencemaran nama baik, dimana merupakan suatu cara pendekatan
baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana, lebih menitik beratkan pada pemulihan keadaan serta
memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku dan masyarakat. Melalui Pendekatan Restorative Justice
akan menjadi solusi terbaik dalam menanggulangi kekurangan, keterbatasan dan kelemahan penyelesaian
pencemaran nama baik dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia.

...... The high number of social media usersin Indonesiais followed by a high number of defamation cases.
Based on the data, defamation is the number one that is often reported to the authorities. Even the
defamation article (in the KUHP/outside the KUHP) becomes an article that is often highlighted by the
public, then parties who feel offended, generally use this article to attack back by reporting it to the Police.
While the resolution of defamation cases through criminal law is still prioritized (primum remedium) by law
enforcers, asaresult, criminal law becomes a means of revenge, shock therapy, and even a means of
bartering cases. According to the author, solving problems with criminal law should be the last alternative
(ultimum remedium), it is necessary to apply a penal policy that is also balanced with a non-penal policy in
enforcing defamation law, and it is necessary to examine the extent to which the provisions for drafting
defamation articles are viewed from a doctrinal and legal theory. Based on the research results, it can be
concluded that it is necessary to make a breakthrough in acriminal policy that is offered in order to achieve
asense of justice in resolving defamation problems, which is a new approach in efforts to resolve criminal
cases, focusing more on recovering the situation and focusing attention on the victim, actors, and society.
Through a Restorative Justice Approach, it will be the best solution to overcoming deficiencies, limitations,
and weaknesses in resolving defamation in realizing justice, benefits, and legal certainty in Indonesia.
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